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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmatnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2023. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, maka kami menyusun 

Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 

Tahun 1999 sekaligus sebagaimana media Pertanggungjawaban Publik bahwa Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mempuyai komitmen dan tekad yang kuat untuk 

melaksanakan kinerja yang berorietasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Di 

sisi lain, penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 juga 

dimaksudkan sebagai penegasan terhadap prinsip transparasi dan akuntabilitas yang 

merupakan pilar pelaksanaan Good Governance.  

  Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, LKj KPU Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi 

melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil 

Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan Peningkatan dalam 

hal perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi internal dan 

Capaian Kinerja, kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai Dokumen 

Perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KPU. Selain itu 

Penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan 

akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.  
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Diharapkan dengan adanya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 

2022 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pandeglang dimasa yang akan datang sehingga semakin mampu 

memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara Pemilu yang 

berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. 

Pandeglang,         Januari 2024 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 

  Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan 

selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah 

disusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.  

 Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi 

dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pandeglang.  

 Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU 

nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan 

Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan kinerja ini 

menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.  

 Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang 

telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat 

diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat meningkatkan kinerja di masa 

mendatang.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 
A. LATAR BELAKANG 
 

  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU mempunyai fungsi 

menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Disamping itu, Undang- Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang memberikan 

tugas dan wewenang kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota secara langsung oleh rakyat.  

 Sebagai lembaga non struktural, pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam 

rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, dibiayai dengan anggaran yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam 

pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, 

transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Pandeglang 

berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja.  

 Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan 

Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  
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  Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten 

Pandeglang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat 

kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2023, 

setiap capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK 

(performance agreement) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan 

pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil, guna 

perbaikan dan peningkatan kinerja. 

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI  

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas KPU pada 

awalnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, pelaksanaan tugas KPU diatur dalam Undang-Undang ini. Guna pelaksanaan 

tugas menyelenggarakan Pemilu, KPU terdiri dari KPU, KPU Propinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkhis dan tetap.  

 Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, antara lain mengatur tentang kedudukan, kewajiban dan kewenangan KPU 

Kabupaten/Kota sebagai berikut :  

1. Kedudukan dan Tugas  

 Sebagai bagian hirakhi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah 

penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 1      ayat 

(10) Undang-Undang Nomor 7  Tahun   2017.   Dalam  menjalankan   fungsinya  

sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan 

sebagai Lembaga non struktural, yang mempunyai tugas sebagai berikut :  
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a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;  

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang undangan;  

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan 

KPPS dalam wilayah kerjanya;  

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;  

e.  memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah 

daerah, menetapkannya sebagai daftar pemilih;  

f.  melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota 

DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD 

provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita 

acara hasil rekapitulasi suara di PPK;  

g. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta 

wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

KPU Provinsi;  

h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan 

membuat berita acaranya;  

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

 j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas 

dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;  

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; 

dan  

l.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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2. Kewenangan  

 KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 

UU nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :  

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 

b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota 

DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan 

membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;  

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;  

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK 

dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, 

putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

f.  melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kewajiban  

 Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kewajiban KPU 

Kabupaten/Kota adalah :  

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;  

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;  

c.  menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;  

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

e.  menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU melalui KPU Proviisi;  
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f.  mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada 

KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;  

i.  Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;  

j.  Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;  

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota 

kepada peserta peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di 

Kabupaten /Kota;  

l.  Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan, perundang- undangan;  

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan  

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau 

peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 

KPU Kabupaten Pandeglang dibantu oleh Sekretariat dan dipimpin oleh Sekretaris 

4. Struktur Organisasi  

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa 

“Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 

empat orang anggota”, dengan struktur organisasi. 

Lebih lanjut pada pasal 33 ayat (1) “Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan 

tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi 
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dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota. Pembagian divisi pada KPU Kabupaten Pandeglang sebagaimana 

dilejaskan pada sala 33 ayat (2) adalah sebagai berikut :  

1)  Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;  

2)  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya 

Manusia; 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;  

4)  Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan  

5)  Divisi Hukum dan Pengawasan. 

 Lebih rinci, pembagian divisi dan tugas KPU Kabupaten Pandeglang adalah 

sebagai berikut :  

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait 

dengan kebijakan:  

1)  Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;  

2)  Protokol dan Persidangan;  

3)  Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara  

4)  Pelaksanaan,pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan  

5)  Pengusulanperesmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD  

6)  Kabupaten/Kota; dan  

7) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan 

Pemilihan.  

2. Divisi Sosialisasi, PendidikanPemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya 

Manusia Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, 

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

1)  Sosialisasi Kepemiluan;  

2)  Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;  

3)  Publikasi dan Kehumasan; 

4)  Kampanye Pemilu dan Pemilihan;  
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5)  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;  

6)  Kerjasama antar Lembaga;  

7)  Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;  

8)  Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;  

9)  Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;  

10)  Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;  

11)  Diklat dan Pengembangan SDM; 

12)  Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan  

13)  Pengelolaan dan Pembinaan SDM. 

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

1)  menjabarkan program dan anggaran;  

2)  Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;  

3)  Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan anggaran;  

4)  Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;  

5)  Sistem infromasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;  

6)  Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan  

7) informasi; dan  

8)  Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;  

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

1)  pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;  

2)  Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;  

3)  Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;  

4)  Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara;  

5)  Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan Pemilihan;  

6)  Pelaporan Dana Kampanye; dan 

7)  Penggantian antar waktu anggota DPRD.  
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5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

1)  Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;  

2)  Telaah Hukum dan advokasi hukum;  

3)  Dokumentasi dan publikasi hukum;  

4)  Pengawasan dan Pengendalian internal;  

5)  Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non 

tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan  

6)  Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang 

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. 

 Gambar 4. Struktur Organisai 

                      KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG 
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C.  TUJUAN PELAPORAN KINERJA  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai.  

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

D. SISTEMATIKA  

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang ini disajikan dengan sistematika sebagai 

berikut:  

KATA PENGANTAR  

RINGKASAN EKSEKUTIF  

DAFTAR ISI  

BAB I PENDAHULUAN  

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.  

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang 

bersangkutan.  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja organisasi.  

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

perjanjian kerja. 

BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.  
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BAB II 

 
PERENCANAAN KINERJA 

 
 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Pandeglang telah menyusun dan menetapkan 

Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis dimaksud 

ditetapkan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang tentang Rencana 

Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana 

Strategis KPU Tahun 2020-2024.  

Sebagai lembaga yang bersifat hierarkhi dan sebagai bagian satuan kerja dari KPU 

RI, Rencana strategis yang disusun KPU Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari 

Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang akan diwujudkan KPU Kabupaten 

Pandeglang dalam menunjang tercapainya Rencana Strategis KPU.  

Pada penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2023, Rencana 

Strategis KPU RI 2020-2024 masih dalam proses penyusunan yang kemudian ditetapkan pada 

tanggal 13 April 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 197/PR.01.3- 

Kpt/I/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 

2020-2024. Oleh karena, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 masih 

mengacu pada rencana strategis sebelumnya.  

Ringkasan atau ikhtisar dari Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang 2020-

2024 dapat digambarkan sebagai berikut :  

1. VISI dan MISI  

 KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan visi dalam menyelenggarakan 

Pemilu di Kabupaten Pandeglang, yaitu: “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum 

yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER 

dan JURDIL”. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi  
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Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, 

adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang 

efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan 

berwawasan nasional, sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pandeglang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang politik 

kepemiluan.  

  Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand 

image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, 

professional dan mandiri demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang 

berkualitas di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggam- 

barkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang merumuskan 

misi berupa rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan visi.  

Rumusan Misi KPU Kabupaten Pandeglang 2020 - 2024  adalah sebagai berikut:  

a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara 

Pemilu yang Profesional;  

b) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku 

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;  

c) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan 

pemilih yang berkelanjutan;  

d) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman 

secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara 

Pemilu;  
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e) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, 

serta aksesable. 

2.  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, KPU Kabupaten 

Pandeglang menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum 

pada tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :  

a) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Pandeglang yang memiliki integritas, 

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;  

b) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

c) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia;  

d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;  

e) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan 

aksesabel.  

 Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak 

dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas 

penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi 

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks 

penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks 

integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya 

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas 

instansi pemerintah (skor atas SAKIP).  

 Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM KPU 

Kabupaten Pandeglang tersebut, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum  

(KPU) Kabupaten Pandeglang yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 

2024) adalah sebagai berikut : 
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a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran 

strategis sebagai berikut :  

1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;  

2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;  

3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak 

pilihnya;  

4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 

5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan 

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara 

tepat jumlah dan kualitas.  

b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran 

strategis sebagai berikut :  

1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;  

2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;  

3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;  

4) Opini BPK atas LHP;  

5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;  

6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan, Bupati dan Wakil 

Bupati.  

c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran 

strategis sebagai berikut :  

1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;  

2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. 

 

B. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS 

 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi 

pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
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(KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan 

berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan 

pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan 

terhadap system penyelenggaraan Pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat 

melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing 

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrai. Peraturan 

tersebut menargetkan terciptanya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan 

publik. 

B.1. MAKSUD DAN TUJUAN 

a).  Dalam rangka pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka KPU Kabupaten 

Pandeglang sebagai instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan 

KPU Kabupaten Pandeglang menuju Zona Integritas. 

b). Mewujudkan Pelayanan yang Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan 

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

c). Membangun KPU Kabupaten Pandeglang menjadi unit kerja yang melaksaakan 

Zona Integritas serta WBK dan BBM. 
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B.2. DASAR HUKUM 

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

c) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025; 

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan Instansi Pemerintah; 

f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah; 

g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 
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h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang 

Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Implementasi Zona Integritas di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

252/PW.02-SD/11/2023 perihal Perencanaan dan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

  Bentuk konkret dalam melaksanakan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pandeglang, 

melaksanakan Kegiatan apel 

dengan tema kegiatan Pencanangan 

dan Pembangunan Zona integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Dan Melayani 

(WBBM) di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang serta Pembacaan dan Penandatanganan Pakta 

Integritas. 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

  Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang berbasis kepada Program dan 

Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020- 

2024 yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk Kontrak Kerja 

pada setiap Divisi dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 kepada Pemerintah 

dan di pertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja. 
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Gambar B.1.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

 DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI 

 

No 
Sasaran 

Program / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 

1 

 

Terwujudnya Data Pemilih 

yang terkini 

 

Persentase KPU 

Kabupaten Pandeglang 

yang memutakhirkan 

Data Pemilih Tepat Waktu 

100% 

2 
Meningkatnya Akuntabilitas 

Keuangan 

Nilai Evaluasi atas 

Akuntabilitas Kinerja KPU 

Kabupaten Pandeglang 

B 

Persentase opini BPK atas 

laporan keuangan KPU 

Kabupaten Pandeglang 

WTP 

Nilai evaluasi atas 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi KPU Kabupaten 

Pandeglang 

79 

Persentase unit kerja yagn 

telah melaksnakan 

pembangunan zona 

integritas menuju 

WBK/WBBM KPU 

Kabupaten Pandeglang 

75% 

Persentase KPU 

Kabupaten Pandeglang 

yang laporan sesuai 

dengan SAP 

100% 

3 

Terwujudnya rencana kerja 

dan anggaran KPU 

Kabupaten Pandeglang yang 

efektif dan efisien 

Jumlah Revisi yang 

dilakukan KPU Kabupaten 

Pandeglang terhadap 

rencana kerja yang telah 

ditetapkan 

10 kali 
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Gambar B.2.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

    DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK 

No 
Sasaran 

Program / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 

1 

Terwujudnya dukungan 

logistik dalam 

penyelenggaraan Pemilu / 

Pemilihan  

persentase keberhasilan 

distribusi logistik pemilu / 

pemilihan secara tepat 

jumlah, tepat jenis, tepat 

mutu, dan tepat waktu oleh 

Satker KPU Kabupaten 

Pandeglang 

100% 

2 

Terselesaikannya 

permasalahan pengelolaan 

keuangan  

Presentasi penyelesaian 

permasalahan dalam 

pengelolaan keuangan pada 

Satker KPU Kabupaten 

Pandeglang 

90% 

persentase jumlah KPU 

Kabupaten Pandeglang yang 

meyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran yang 

tepat waktu dan valid 

100% 

 

Gambar B.3.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

 DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN  

No 
Sasaran 

Program / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 

1 

 

Terwujudnya Tahapan 

Pemilu / Pemilihan Sesuai 

Jadwal 

 

Persentase KPU Kabupaten 

Pandeglang yang 

menyelenggarakan Pemilu / 

Pemilihan sesuai jadwal 

100% 

2 

Terwujudnya sistem 

administrasi 

penyelenggaraan Pemilu 

yang tertib, efektif dan 

efisien 

Persentase laporan 

monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan secara akuntabel 

dan tepat waktu oleh KPU 

Kabupaten Pandeglang 

75% 

Persentase tercapainya target 

kinerja KPU Kabupaten 

Pandeglang yang sesuai 

dengan perjanjian kinerja 

90% 
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Gambar B.4.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

DIVISI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT,  

DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

No 
Sasaran 

Prgram / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 

1 
Meningkatnya Kapasitas 

SDM Yang Berkompeten  

Presentasi Kesesuaian 

Kompetensi Pegawai 

Terhadap Standar 

Kompetensi Penugasannya 

Di KPU Kabupaten 

Pandeglang 

100% 

2 

Terwujudnya Dukungan 

Sarana Dan Perasaan Guna 

Meningklatkan Kelancaran 

Tugas KPU  

Presentasi Tersedianya 

Sarana Dan Prasarana 

Untuk Memenuhi Kebutuhan 

Kerja Pegawai Yang 

Berfungsi Dengan Baik 

100% 

3 

Terwujudnya kebersamaan 

dengan lembaga 

penyelanggaraan keuangan 

Jumlah fasilitasi kerja sama 

KPU Kabupaten Pandeglang 

dengan instansi terkait 

dalam rangka penguatan 

kelembagaan Demokrasi  

5 Kegiatan 

 

ambar B.5.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN 

No 
Sasaran 

Prgram / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 

1 

Tersusunnya rancangan 

peraturan dan keputusan 

KPU serta 

pendokumentasian 

informasi hukum sesuai 

peraturan perundangan-

undangan 

Persentase rancangan 

keputusan KPU Kabupaten 

Pandeglang yang disusun 

dan diharmonisasi dengan 

tepat waktu sesuai dengan 

kerangka regulasi KPU 

100% 

2 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan, pengelolaan 

dokumentasi dan informasi 

hukum 

Persentase produk hukum 

yagn dikelola dan 

didokumentasikan sesuai 

praturan perundang-

undangan oleh KPU 

Kabupaten Pandeglang 

100% 

Persentase informasi produk 

hukum yagn disajikan secara 

cepat, tepat dan akurat 

sesuai dengan SOP oleh KPU 

Kabupaten Pandeglang 

94% 
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BAB III 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

 

 Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 pada prinsipnya merupakan suatu 

bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, pencapaian kinerja 

kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian Indikator Kinerja Utama sebagai capaian yang 

tuangkan kedalam Laporan Kinerja Tahun 2023.  

Gambar A1 : Pengukuran Kinerja KPU KabupatenPandeglang Tahun 2023 

 

 

SASARAN / INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 
 

SASARAN 1 :  
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan 

Pemilu / Pemilihan 

persentase keberhasilan distribusi logistik pemilu / pemilihan 

secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh 

Satker KPU Kabupaten Pandeglang  

100 % 

SASARAN 2 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 

Presentasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan pada Satker KPU Kabupaten Pandeglang 
90 % 

persentase jumlah KPU Kabupaten Pandeglang yang meyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat 

waktu dan valid 

100 % 

SASARAN 3 :  Terwujudnya Data Pemilih yang terkini 

Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang memutakhirkan Data 

Pemilih Tepat Waktu 
100 % 

SASARAN 4 :  Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan 

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten 

Pandeglang 
B 

Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten 

Pandeglang 
WTP 

Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU 

Kabupaten Pandeglang 
79 

Persentase unit kerja yang telah melaksnakan pembangunan zona 

integritas menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Pandeglang 
75% 

Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang laporan sesuai 

dengan SAP 
100% 
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SASARAN / INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 
 

SASARAN 5 :  
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten 
Pandeglang yang efektif dan efisien 

Jumlah Revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang 

terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan 
10 kali 

 
SASARAN 6 :  
 

Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal 

Persentase kpu kabupaten paneglang yang menyelenggarakan 

pemilu/pemilihan sesuai jadwal 
100% 

SASARAN 7 :  
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggarakan pemilu 

yang tertib, efektif dan efisien  

Peresentase laporan monitorig dan efaluasi yang di lakukan secara 

akun tabel dan tepat waktu oleh kpu kapupaten paneglang  

 

100% 

Presentase tercapainya target kinerja KPU kabupaten pandeglang 

yang sesuai dengan perjanjian kinejra   
90% 

SASARAN 8 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompenten 

Presentasi kesesuaian kompentensi pegawai tehadap standar 

kopentensi penugasannya DI KPU kabupaten pandeglan 
100% 

SASARAN 9 :  
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna 

menigkatkan kelancaran tugas KPU 

Peresentasi tersedianya dan sarana dan perasarana untuk 

memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfugsi dengan baik 

 

100% 

SASARAN 10 :  
Terwujudnya kebersaman dengan lembaga penyelenggaran 

Keuangan  

Jumlah fasilitasi kerja sama KPU kabupaten pandeglan dengan 

instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagan demokrasi  

 

5 kegiatan  

SASARAN 11 :  
Tersusunnya rancagan peraturan dan keputusan KPU serta 
pendemokrasian informasi hukum sesuai peraturan 

perundang-undagan  

Peresentase rancagan keputusan KPU kabupaten pandeglan yang 

disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesui dengan 

keragka regulasi KPU  

 

100% 

SASARAN 12 :  
Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi 

dan informasi hukum  

Peresentase produk hukum yang di kelola dan di 

dokumentasikansesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU 

kabupaten pandeglang 

100% 

Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, 

tepat dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU kabupaten 

pandeglang 

100% 
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 Analisis dan evaluasi Sebagaimana Sasaran dan Indikator kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 diatas sekiranya perlu dijabarkan lebih luas lagi 

sebagaimana dibawah ini : 

B. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK PEMILU 

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 

serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 

yang dilaksanakan secara 

serentak, 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Kabupaten 

Pandeglang sebagai salah satu lembaga yang 

berperan penting untuk menyelenggarakan proses 

tahapan pada penyelenggaraan 

Pemilu di tingkat Kabupaten 

Pandeglang serta berkewajiban 

untuk mempersiapkan dan 

mensukseskan pelaksanaan 

Pemilu tersebut, salah satunya 

adalah menyediakan logistik 

Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, logistik Pemilu perlu dikelola secara optimal baik 

pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggarannya, pengadaan, pendistribusian, serta 

pemeliharaan dan inventarisasi. 
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C. CAPAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

Prinsipnya KPU Kabupaten 

Pandeglang memaksimalkan Daftar pemilih 

yang akurat, komperhensif dan mutakhir 

merupakan prasyarat mutlak yang harus 

dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi 

electoral. Dengan adanya daftar pemilih 

yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang 

seluas-luasnya kepada warga negara untuk 

menggunakan hak pilihnya. Melakukan 

pendaftaran pemilih lebih awal dapat 

mengantisipasi kemungkinan kehilangan 

hak pilih seseorang secara lebih cepat dan 

terukur sebelum pemungutan suara 

berlangsung, sehingga dapat meminimalisir 

sengketa pada hari pemilihan.  

KPU Kabupaten Pandeglang dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih cukup membanggakan 

meraih bebereapa Prestasi capaiannya yaitu :  

1. Pemilu Tahun 2014 Meraih Pemutakhiran Data Pemilih TERBAIK Secara Nasional 

2. Pemilu Tahun 2019 Meraih Pembutakhiran Data Pemilih TERBAIK Se-Provinsi Banten 

dan TERBAIK ke 6 (enam) Secara Nasional 

3. Pemilu Tahun 2024 Meraih Tata Kelola Penyusunan 

Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan Penelitian 

sampai dengan Daftar Pemilih Tetap) TERBAIK Se-

Provinsi Banten 

4. Pemilu Tahun 2024 Meraih Tindaklanjut Data Invalid TERBAIK KE 2 Secara Nasional 
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D. PEMBENTUKAN BADAN AD HOC 

1. PEMEBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) 

 Dalam pelaksanaan Pemilu KPU memiliki cakupan wilayah yang luas, maka 

Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Badan Adhoc. Badan Adhoc terdiri dari Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pengangkatan 

dan pemberhentian anggota Badan Adhoc dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pandeglang melaksanakan tahapan dengan aturan dasar hukum antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 574); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata 

Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan  
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7. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1198/PP.04-

SD/04/2022 perihal Pemenuhan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS Untuk Pemilu Tahun 

2024. 

9. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

3261/PP.04-SD/04/2022 perihal Dukungan Sekretariat dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih Tahun Anggaran 2023. 

10. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal 

Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024. 

11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PP.04-

SD/04/2023 perihal Keterlibatan PNS sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. 

12. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PP.04-

SD/04/2023 perihal Pemenuhan Kebutuhan PPS Pasca Perpanjangan Pendaftaran PPS 

Tahap II pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 64/PP.04-

SD/04/2023 perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan  Sekretariat PPS. 

14. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103/PP.04-

SD/04/2023 perihal Pembentukan Petugas Pemutakhiran    Data Pemilih    

15. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 145/PP.04-

SD/04/2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk 

Pemilu 2024. 

16. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 147/PP.04-

SD/04/2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih. 

 Diawali dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 

2022 tanggal 02 November 2022. Tahapan pembentukan PPK berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota antara lain : 
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1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK) 

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan 

Keputusan KPU RI, adapum Jadwal dan Tahapannya yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumuman Pendaftaran 

Pendaftaran PPK diumumkan dengan Pengumuman 

Nomor 274/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 20 November 2022. 

Pengumuman di tempel pada Kantor – Kantor Kecamatan se-

Kabuapten Pandeglang serta di unggah pada website KPU 

Kabupaten Pandeglang. 
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3. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi  

Tahapan penerimaan pendftaran dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai 

dengan 29 November 2022 melalui SIAKBA secara online. Setelah pelamar melakukan 

submit kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka pelamar 

harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan kepada petugas KPU. Jumlah pendaftar 

pada SIAKBA mencapai 1.048 dengan rincian pelamar hanya mengisi biodat sebanyak 

135 pelamar, tidak lengkap 

menggungah persyaratak 318 

pelamar dan berkas diterima 

955 pelamar (803 Laki-Laki 

dan 152 Perempuan). 

Tahapan penelitian 

administrasi dimulai dari 

tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember melalui SIAKBA secara online. 

Operator terbagi menjadi 4 yang dibagi 8 sampai 9 kecamatan dari 35 kecamatan. 

Penelitian Administrasi dilakukan secara online melalui Siakba dengan memberikan 

status MS dan TMS. Dari 1.048 pelamar setelah dilakukan penelitian administrasi 

berkurang menjadi 955 berkas yang diterima. Penelitian Administrasi dilakukan 

operator setelah konter penerimaan berkas fisik dari pukul 08.00 wib sampai dengan 

16.00 wib ditutup.  

Pukul 00.01 wib 

dini hari, tanggal 2 

Desember setelah di 

tutupnya pendaftaran. 

Maka KPU Kabupaten 

Pandeglang melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno  
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KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 54/PP.04.1-BA/3601/2022 dengan hasil 864 orang 

Memenuhi Syarat dan 91 Orang Tidak Memenuhi Syarat. 

4. Pengumuman Hasil Administrasi  

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 02 Desember 2022 

sampai dengan 04 Desember 2022. Setelah dilaksanakan Rapat Pleno makan dapat 

diumumkan Pengumuma Hasil Administrasi Calon Anggota PPK Kabupaten 

Pandeglang Nomor 311/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 3 Desember 2022. Diumumkan 

di website KPU Kabupaten Pandeglang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis 

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 

07 Desember 2022. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan tes tertulis secara 

CAT tanggal 06 Desember 2022 bertempat di SMKN 2 Pandeglang yang dilaksanakan 

mulai pukul 08.30 s.d. 17.30 WIB. Dibagi menjadi 7 Ruang dan 5 Sesi. Peserta ujian 

langsung dapat mengakses nilai melalui link http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id . 

Jumlah peserta tes tertulis sebanyak 864 orang, namun ada yang tidak hadir sebanyak 

37 orang terlampir. Sehingga peserta hadir saat ujian sebanyak 827 orang. 

http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id/


 
 

      
 
 
  
 
 
 

 

 29 

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan 

10 Desember 2022. 

Berdasarkan Berita Acara 

Pleno KPU Kabupaten 

Pandeglang Nomor 

56/PP.04.1-BA/3601/2022 

tanggal 7 Desember 2022 

dan Pengumuman Nomor 

325/PP.04.1-Pu/3601/2022 

tanggal 8 Desember 2022 

diumumkan dengan hasil 

529 orang dinyatakan Lulus dan 335 Orang dinyatakan Tidak Lulus. Sistem ini 

diambil dari peringkat 1-15 (3 kali kebutuhan) untuk masuk ke tes wawancara. 

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan 10 

Desember 2022. Tanggapan masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk 

melakukan tanggapan masyarakat terhadap pelamar dengan sarana melalui email 

sdmkpupandeglang@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sdmkpupandeglang@gmail.com


 
 

      
 
 
  
 
 
 

 

 30 

6. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

 Tahapan seleksi wawancara dimulai dari tanggal 11 Desember 2022 sampai 

dengan 13 Desember 2022 bertempat di Hotel Horison Altama Pandeglang. Dibagi 

menjadi 3 (tiga) hari dengan rincian 11 Desember 2022 terdiri dari 12 Kecamatan 

sebanyak 178 orang, 

Tanggal 12 Desember 

terdiri 12 Kecamatan 

sebanyak 184 orang 

dan 13 Desember 2022 

terdiri 11 Kecamatan 

sebanyak 167 orang. 

Jumlah peserta 529 

orang, namun yang tidak hadir 19 orang. Sehingga total yang mengikuti wawancara 

sebanyak 510 orang dari 35 kecamatan.  

Tahapan pengumuman hasil seleksi wawancara dimulai dari tanggal 14 

Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Dilaksanakan Rapat Pleno dan 

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 62/PP.04.1-BA/3601/2022 tanggal 

13 Desember dengan hasil 175 Terpilih dan 175 Pengganti. Pengumuman Nomor 

330/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan hasil 175 terpilih 

menjadi PPK Kabupaten Pandeglang.  
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7.  Penetapan Hasil Tes Wawancara 

 Tahapan penetapan anggota PPK tanggal 16 Desember 2022. Penetapan nama-

nama PPK yang terpilih dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pandeglang Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan dilakukan perubahan 

terhdap SK karena adanya Pengunduran Diri dari salah satu yang terpilih dengan Surat 

Keputusan Nomor 1 Tahun 2023 
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8. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah 

Tahapan penetapan anggota PPK tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan Surat Dinas Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3261/PP.04-SD/04/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang 

menjelaskan pada poin 1 bahwa melaksanakan Pelantikan PPK sekaligus Bimtek PPK. 

Pelantikan PPK dihadiri Bupati Pandeglang, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Pandeglang, 

Kejaksaan Pandeglang, dan Muspida pada Kabupaten Pandeglang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) 

Setelah dilaksanakananya pembentukan PPK dilanjutkan dengan Pembentukan 

PPS. Tahapan pembentukan PPS berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota antara lain : 
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1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Keputusan KPU RI, adapun 

Jadwal dan Tahapannya yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengumuman Pendaftaran PPS 

Pendaftaran PPS diumumkan dengan Pengumuman Nomor 336/PP.04.1-

Pu/3601/2022 tanggal 18 Desember 2022. Di unggah pada website KPU Kabupaten 

Pandeglang. Kemudian dilakukan perubahan Pengumuman Nomor 343/PP.04.1-

Pu/3601/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 
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3. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi 

Tahapan penerimaan pendftaran dimulai dari tanggal 18 Desember 2022 sampai 

dengan 30 Desember 2022 melalui SIAKBA secara online. Setelah pelamar melakukan 

submit kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka pelamar 

harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan kepada petugas KPU. Jumlah pendaftar 

pada SIAKBA mencapai 5.009 pelamar dengan rincian berkas diterima 3.957 pelamar 

(2934 Laki-Laki dan 1023 Perempuan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan penelitian administrasi dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai 

dengan 2 Januari 2023 melalui SIAKBA secara online. Operator terbagi menjadi 7 yang 

masing-masing 5 kecamatan dari 35 kecamatan. Penelitian Administrasi dilakukan 

secara online melalui Siakba dengan memberikan status MS dan TMS. Dari 5.009 

pelamar setelah dilakukan penelitian administrasi berkurang menjadi 3.758 berkas yang 

diterima. Penelitian Administrasi dilakukan operator setelah konter penerimaan berkas 

fisik dari pukul 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib ditutup.  
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KPU Kabupaten Pandeglang melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita 

Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1/PP.04.1-BA/3601/2023 

dengan hasil 3.758 orang (2.794 Laki-Laki dan 964 Perempuan) Memenuhi Syarat dan 

199 Orang Tidak Memenuhi Syarat. 

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 

 Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 03 Januari 2022 sampai 

dengan 05 Januari 2022. Setelah dilaksanakan Rapat Pleno makan dapat diumumkan 

Pengumuma Hasil Administrasi Calon Anggota PPK Kabupaten Pandeglang Nomor 

1/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 2 Januari 2023. Diumumkan di website KPU 

Kabupaten Pandeglang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis 

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 11 

Januari 2023. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan tes tertulis secara CAT 

tanggal 6,7,8 dan 9 Janauri 2023 bertempat di SMKN 2 Pandeglang. Dibagi menjadi 4 

hari. Peserta ujian langsung dapat mengakses nilai melalui link 

http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id. Jumlah peserta tes tertulis sebanyak 2.831 orang. 

http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id/
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  Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 14 

Januari 2023. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 

03/PP.04.1-BA/3601/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Pengumuman Nomor 

17/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 12 Januari 2023 diumumkan dengan hasil 2830 orang 

dinyatakan Lulus. Sistem ini diambil dari peringkat 1-15 (3 kali kebutuhan) untuk 

masuk ke tes wawancara. 

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 14 

Januari 2023. Tanggapan masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk 

melakukan tanggapan masyarakat terhadap pelamar dengan sarana melalui email 

sdmkpupandeglang@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

  Tahapan seleksi wawancara dimulai dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 

17 Januari 2023 bertempat di Seluruh Kecamatan 

pada Kabupaten Pandeglang. Dibagi menjadi 5 

(lima) Tim selama 3 Hari pelaksanaan 

wawancara. 

mailto:sdmkpupandeglang@gmail.com
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  Dilaksanakan Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

54/PP.04.1-BA/3601/2023 tanggal 18 Januari 2023 dan Pengumuman Nomor 

64/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil 1.017 terpilih menjadi 

PPS Kabupaten Pandeglang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Penetapan Hasil Tes Wawancara 

 Tahapan penetapan anggota PPS tanggal 20 Januari 2022. Penetapan nama-nama 

PPS yang terpilih dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pandeglang Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 dan dilakukan perubahan 

terhdap SK karena adanya Pengunduran Diri dari salah satu yang terpilih dengan Surat 

Keputusan Nomor 38 Tahun 2023. 
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4. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah  

Tahapan penetapan anggota PPS tanggal 24 Januari 2023. Bertempat di 

Alun-Alun Pandeglang. Pelantikan PPS dihadiri Bupati Pandeglang, KPU Provinsi 

Banten, Bawaslu Pandeglang, Kejaksaan Pandeglang, dan Muspida pada Kabupaten 

Pandeglang, PPK dan Sekretariat PPK. 
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E. KIRAB PEMILU TAHUN 2024 

 Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu hajat besar sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai 

penyelenggara Pemilu, KPU memiliki tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 

berjalan dengan sukses. Salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah 

meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Hari 

Pemungutan Suara nanti.  

 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur 

tentang tugas dari Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa salah satu tugas dari KPU 

Kabupaten/Kota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat 

secara luas.  

 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu merupakan salah satu indikator 

suksesnya pelaksaan Pemilu. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud adalah 

menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.  

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan oleh kelompok berbadan hukum ataupun non badan hukum yang diantaranya 

meliputi, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil.  

 Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan partisipasi masyarakat Komisi 

Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan Kirab Pemilu 2024 yang ditandai dengan pelepasan 

atau pemberangkatan tim Kirab Pemilu yang mengawal bendera Partai Politik peserta Pemilu 

2024 oleh Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU. Yang diluncurkan pada tanggal 14 

Februari 2023, sebagai penanda Satu tahun Menjelang Pemilu Tahun 2024. Kirab Pemilu 

diluncurkan dari 7 (tujuh) lokasi yang berbeda, yakni KIP Aceh, KPU Kota Batam, KPU 

Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai,  
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KPU Provinsi NTT, dan KPU Provinsi Papua. Tujuh lokasi ini merupakan pembagian tujuh 

rute yang terbagi, sehingga Kirab Pemilu secara bersamaan menyusuri dan melintasi Indonesia. 

 Jalur I Provinsi Aceh melintasi 44 kabupaten/kota, Jalur II Provinsi Kepulauan Riau 

melintasi 43 kabupaten/kota, Jalur III Provinsi Kalimantan Barat melintasi 43 kabupaten/kota, 

Jalur IV Provinsi Kalimantan Utara melintasi 43 kabupaten/kota, Jalur V Kabupaten Kepulauan 

Morotai, Provinsi Maluku Utara melintasi 44 kabupaten/kota, Jalur VI Provinsi Nusa Tenggara 

Timur melintasi 45 kabupaten/kota dan yang terakhir Jalur VII Provisni Papua melintasi 43 

kabupaten/kota. Tim Kirab Pemilu ini bergerak secara estafet menuju KPU Kabupaten/Kota 

sesuai dengan rute yang telah ditetapkan hingga menuju pada satu titik, yaitu Jakarta.  

 Salah satu Satker yang dilalui yaitu KPU Kabupaten Pandeglang yang berada 

dalam Jalur II (Titik Awal Batam, Kepulauan Riau). Selama 7 (tujuh) hari Bendera Partai 

Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berada di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, KPU 

Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 dan Pendidikan 

pemilih, serta kegiatan lainnya dalam rangkaian Kirab Pemilu Tahun 2024 dengan Tema 

“Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang diawali 

dengan serah terima Bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Serang pada 

tanggal 11 September 2023.  

 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2024 

dan pendidikan pemilih, serta kegiatan lainnya selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 11 s.d 17 

September 2023 untuk menyampaikan informasai mengenai 18 (Delapan Belas) Partai Politik 

Peserta Pemilu Tahun 2024, jadwal dan tahapan Pemilu serta hari dan tanggal Pemungutan 

Suara Pemilu, cara cek DPT online dan materi kepemiluan lainnya. Kemudian pada hari senin 

tanggal 18 September 2023 KPU Kabupaten Pandeglang telah menyerahkan bendera Kirab 

Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Lebak. 

1. Persiapan Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 

 Bahwa agar pelaksanaan dapat berjalan dengan sukses diperlukan banyak 

persiapan dan koordinasi dengan   berbagai  pihak  sehingga menghasilkan berbagai  
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kesepakatan penting agar pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 mendapat dukungan 

atau support dari berbagai pihak dinas/instansi atau lembaga terkait (stakeholder) dan 

Forkopimda, rangkaian kegiatan Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 di KPU 

Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Banten 

dengan KPU Kabupaten/Kota  

Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung 

Nurazizah, anggota KPU Kabupaten Pandeglang Falahudin didampingi Kasubag 

Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Iwan 

Guhiran beserta Staf Pelaksana menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan 

Kirab Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten 

di Aula KPU Provinsi Banten. Kegiatan Rapat Koordinasi bertujuan untuk 

mempersiapkan Pelaksanaan Program Nasional estafet Kirab Pemilu Tahun 2024 

yang akan dilaksanakan oleh Satker KPU Kabupate/Kota guna mempedomasi 

Petujuk Teknis Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024. Pada rapat ini dibahas 

beberapa hal diantaranya persiapan anggaran pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 

2024, konsep kegiatan seremoni serah terima Kirab Pemilu Tahun 2024, strategi 

sosialisasi Pemilu tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih serta Kegiatan lainnya yang 

akan dilaksanakan selama rangakain Kirab Pemilu Tahun 2024. 

b. Koordinasi KPU Kabupaten Pandeglang dengan Bupati Pandeglang  

Pada hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023, Ketua KPU Pandeglang Nunung Nurazizah, 

Anggota KPU Pandeglang Falahudin, Restu Sugrining Umam, Rodi Herdiana dan 

Samsuri didampingi Sekretaris KPU Pandeglang Dina Kurnia Sari Utami serta 

Kasubag Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik Tata Jumanta, Kasubag 

Hukum dan SDM Devi Yustiadi serta Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Iwan Guhiran melakukan Koordinasi 

Kelembagaan Ke Bupati  Pandeglang.  Koordinasi  yang  dilaksanakan  oleh KPU  
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Kabupaten Pandeglang ke Bupati Pandeglang merupakan langkah awal dalam 

upaya memperkuat sinergitas antara KPU dengan Pemerintah Daerah, agenda rapat 

koordinasi tersebut membahas beberapa hal diantaranya perkenalan anggota KPU 

Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028 sampai pada pembahasan penyampaian 

Informasi Pelaksanaan agenda Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan 

diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 11 s.d 17 September 2023. 

Pada kesempatan itu, Bupati Pandeglang didampingi Sekretaris Daerah, ASDA I, 

Kepala Kesbangpol dan Kepala Diskomsantik Kabupaten pandeglang menerima 

dan merespon baik agenda Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten 

Pandeglang dengan Badan Adhoc PPK Se-Kabupaten Pandeglang 

Pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang 

melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kirab Pemilu 

tahun 2024 dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang  
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membidangi Pj. Partisipasi 

Masyarakat se-Kabupaten. 

Rapat Koordinasi yang 

dipimpin oleh Ketua KPU 

Kabupaten Pandeglang 

membahas beberapa hal teknis 

berkaitan dengan persiapan 

pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, diantaranya penyampaian Waktu 

Pelaksanaan dan Rute Kirab di wilayah Kabupaten Pandeglang, Penyampaian 

lokasi singgah Tim Kirab Pemilu dan pembahasan mengenai rangkaian kegiatan 

sosialisasi Pemilu tahun 2024 dan Pendidikan pemilih serta penegasan kepada PPK 

dan PPS untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih selama 

Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat di wilayah kerja masing-

masing. Selain itu, KPU Kabupaten pandeglang memastikan kesiapan Jajaran 

Badan Adhoc PPK, PPS serta Sekretariat PPK dan PPS agar dapat mengikuti setiap 

rangkaian kegiatan pelaksanaan Kirab Pemilu tahun 2024. 

d. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten 

Pandeglang dengan Patai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pandeglang  

Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang 

mengundang Ketua 

Bawaslu dan Pimpinan 

Partai Politik Peserta 

pemilu tahun 2024 

tingkat Kabupaten 

Pandeglang untuk 

mengikuti  kegiatan  

rapat Koordinasi  

Persiapan  
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Kirab Pemilu tahun 2024. Dalam rapat Koordinasi tersebut KPU Kabupaten 

Pandeglang menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Kirab Pemilu tahun 

2024 mulai dari kegiatan seremoni serah terima Kirab Pemilu dan Pelaksanaan 

Sosialisasi pengenalan Nomor Urut dan Bendera 18 (Delapan Belas) Partai Politik 

Peserta Pemilu tahun 2024. Rapat Koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk 

mendapat kesepakatan antara KPU Kabupaten Pandeglang dan Partai Politik 

berkaitan dengan hal-hal Teknis pada kegiatan Serah Terima dan Pelaksanaan 

Kirab Pemilu Tahun 2024, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu 

Kabupaten Pandeglang dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya 

pelanggaran Pemilu selama pelaksanaan Kirab berlangsung. 

e. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten 

Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang  

Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang yang 

difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat 

Koordinasi di Ruang Pintar Setda Pandeglang, Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan 

Anggota KPU Pandeglang, Asda I, Kepala Dinas Pariwisata, Kepada Dinas 

Pendidikan, Kepala Satpol PP Pandeglang dan Kabag Ops Polres Pandeglang. 

Rapat Koordinasi 

digelar dalam 

rangka 

memastikan 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana, mulai 

dari Kesiapan 

Paskibraka Pembawa 18 (Delapan Belas) Bendera Partai Politik, Drumb Band,  
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Tarian Rampak Bedug, Pencak Silat serta Kesiapan Tim Patwal dari Polres 

Pandeglang pada pelaksanaan Iring-iringan Tim Kirab Pemilu Tahun 2024. Selain 

itu, dibahas juga kegiatan kolaborasi Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan 

Kesbangpol Pandeglang dan KPU Kabupaten Pandeglang di beberapa Kecamatan 

selama pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang. 

f. Rapat Koordinasi Persiapan Serah Terima Kirab Pemilu tahun 2024 KPU 

Kabupaten Pandeglang dengan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten 

Serang  

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang 

melaksanakan Rapat Koordinasi secara daring (Zoom Meeting) dengan KPU 

Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Serang. Rapat Koordinasi digelar guna 

memberikan gambaran proses serah terima Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023.  

g. Monitoring dan Supervisi dari KPU Provinsi Banten  

Selama masa persiapan pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi 

Banten senantiasa memberikan arahan serta masukan terkait Konsep Pelaksanaan 

Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di KPU Kabupaten 

Pandeglang, dengan demikian realisasi kegiatan akan sejalan dengan tujuan dari 

Program Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      
 
 
  
 
 
 

 

 46 

2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Siswa-Siswi 

SMA/Sederajat melaluai kegiatan Apel Senin oleh Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK) se-Kabupaten Pandeglang  

 KPU Kabupaten Pandeglang melalui Badan Adhoc/ PPK Sosialisasikan 

Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan kepada 126 SMA/Sederajat Se-Kabupaten 

Pandeglang pada rangkaian Kirab Pemilu tahun 2024, hari Senin tanggal 11 

September 2023.  

 PPK Se-Kabupaten Pandeglang berkesempatan menjadi Pembina Upacara 

Bendera Hari Senin di SMA/Sederajat untuk memberikan pemahaman kepemiluan dan 

pendidikan pemilih. Sejumlah 39.187 Siswa Siswi yang tersebar di 126 

SMA/Sederajat diberikan pemahaman akan pentingnya memberikan hak pilih pada 

pada Pemilihan Umum Serentak 2024 nanti.  

 Pada kesempatan tersebut KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-

Kabupaten menyampaikan informasai mengenai 18 (Delapan Belas) Partai Politik 

Peserta Pemilu Tahun 2024, jadwal dan tahapan Pemilu serta hari dan tanggal 

Pemungutan Suara Pemilu, cara cek DPT online dan materi kepemiluan lainnya. 
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3. Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 (Senin, 11 September 2023) 

 Pada hari senin tanggal 11 September 2023 Mobil Kirab Bendera Merah Putih, 

Pataka KPU dan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada pukul 10.00 WIB 

Berangkat dari KPU Kabupaten Serang Menuju Kabupaten Pandeglang, pada pukul 

11.30 WIB sampai pada Perbatasan Kabupaten Serang dan Pandeglang disambut oleh 

PPK dan PPS Kecamatan cadasari dan selanjutnya ikut mengawal sampai dengan 

Alun-Alun Kabupaten Pandeglang dimana kegiatan Serah Terima Bendera Kirab akan 

dilaksanakan. dalam kegiatan serah terima ini dihadiri oleh :  

1. Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kabag serta Kasubag KPU Provinsi Banten;  

2. Bupati Kabupaten Pandeglang; 

3. Kapolres Kabupaten Pandeglang; 

4. Dandim 0601 Pandeglang; 

5. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang;  

6. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang; 

7. Sekda Kabupaten Pandeglang; 

8. Asda I Kabupaten Pandeglang;  

9. Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Banten;  

10. Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Pandeglang; 

11. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang; 

12. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang; 

13. Ketua MUI Kabupaten Pandeglang; 

14. Perwakilan Disdukcapil Kabupaten Pandeglang; 

15. Perwakilan Disdikpora Kabupaten Pandeglang; 

16. Perwakilan Diskonsantik Kabupaten Pandeglang;  

17. Kepala Disparbud Kabupaten Pandeglang; 

18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang;  

19. Kepala Satpol PP Kabupaten Pandeglang; 
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20. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang; 

21. Kabag Humas dan Prokopim Setda Kabupaten Pandeglang;  

22. Ketua PPI Kabupaten Pandeglang; 

23. Camat Sekabupaten Pandeglang; 

24. 46 Kepala Desa; 

25. Ketua Apdesi Kabupaten Pandeglang;  

26. Abuya K.H Ahmad Muhtadi; 

27. Ketua, Pengurus dan Anggota 18 Partai Politik; 

28. Pimpinan 9 Perguruan tinggi di Kabupaten Pandeglang;  

29. Ketua PWI, Forwan, Forwin, SMSI, IJTI,IWO Kabupaten Pandeglang;  

30. Ketua NU, Muhamadiayah, MA Kabupaten Pandeglang; 

31. Ketua KNPI, Karang Taruna Kabupaten Pandeglang; 

32. Forum Bem Sekabupaten Pandeglang; 

33. Ketua HMI, IMM, PMII, GMNI Kabupaten Pandeglang;  

34. Ketua LMND, JRDP, JRPP Kabupaten Pandeglang; 

35. PPK, PPS beserta Sekretariat; 

36. Siswa SMA sederajat dari 5 Sekolah. 

4.  Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 Jalur II dari KPU Kabupaten 

Pandeglang Ke KPU Kabuaten Lebak (Senin, 18 September 2023)  

 Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, dimulai pada pukul 13.00 WIB Tim 

Kirab Pemilu Tahun 2024 bergerak menuju Kabupaten Lebak untuk melaksanakan 

kegiatan Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Pandeglang Ke 

KPU Kabupaten Lebak, bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Lebak. 

 Ketua KPU Kabupaten Pandeglang didampingi Sekretaris KPU Kabupaten 

Pandeglang menyerahkan secara langsung Kirab Pemilu Tahun 2024 kepada Ketua 

dan  Sekretaris KPU Kabupaten Lebak. sejumlah 18 (Delapan Belas) Bendera Partai  

Politik Peserta Pemilu, Pusaka Bendera KPU dan Bendera Merah Putih dalam keadaan 

lengkap dan baik, untuk selanjutnya di serahkan ke KPU Kabupaten Lebak. 
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F. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

1. REALISASI ANGGARAN 

 Pada prinsipnya KPU Kabupaten Pandeglang ingin menyajikan laporan keuangan 

yang baik secara penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Hal ini tentu 

diperlukan SDM yang mumpuni dalam pengelolaannya, KPU Kabupaten Pandeglang 

mengadopsi Aplikasi SAKTI untuk mencapai sasaran tersebut dimana Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI) adalah aplikasi 

yang digunakan sebagai 

sarana bagi satker dalam 

mendukung implementasi 

SPAN untuk melakukan 

pengelolaan keuangan yang 

meliputi tahapan 

perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Nilai akuntabilitas Kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dianggap masih standar secara penilaian 

mendapatkan hasil dengan predikat B, berbeda dengan penilaian Badan Pengawasan 

Keuangan yang memberikan predikat WTP kepada KPU Kabupaten Pandeglang. Hal ini 

tentunya tetap menjadi bahan evaluasi 

sebagaimana pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi dalam pembangaunan Zona 

Integritas. Guna menekankan Sistem 

pelaporan akuntabilitas keuangan 

melaksanakan PP Nomor 39 Tahun 

2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam hal ini 

yaitu Aplikasi E-Monev Bappenas. Dalam sebuah capaian demi terwujudnya Rencana 

Kerja dan Anggaran yang efisien dan efektif, KPU Kabupaten Pandeglang mematangkan  
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secara dini dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana belanja, Program 

serta rencana pembiayaan yang menjadi dasar kendati terjadi beberapa Revisi anggaran 

sehingga dalam penggunaan anggaran sesuai dengan sebaran laporan ketersediaan 

anggaran tahun 2023 sebagaimana pelaksanaannya realisasi dibawah ini : 

 Gambar  : Sumber Data Aplikasi Sakti Periode Akhir Tahun 2023 

            KPU Kabupaten Pandeglang  
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2. EVALUASI DAN TINDAKLANJUT 

   

  KPU Kabupaten dengan segala keterbatasan SDM yang terbatas mengakui 

kelemahan dalam segi Pelaporan, namun dengan cepat secara terkordinir KPU Kabupaten 

Pandeglang dapat menyelesaikan hasil temuan-temuan yang dianggap Badan Pemeriksa 

Keuangan Provinsi dan Inspektorat kurang secara dokumen. Sebagai bahan perbaikan 

kedepannya, KPU Kabupaten Pandeglang. 

Gambar : Matrix Progress Tindaklanjut Inspetorat Utama 
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 Gambar : Matrix Progress Tindaklanjut BPK RI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar : Matrix Progress Tindaklanjut Inspetorat Utama 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah 

dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada 

umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja 

sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabuten 

Pesisir Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program 

dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  

B. Saran  

 Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Kabuten Pesisir Selatan, berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja 

pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain 

adalah :  

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi 

terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, 

keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan 

kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa 

pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal, 

antara lain untuk memenuhi kualifikasi pengelolaan keuangan.  

3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan 

dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;  

4. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 
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 Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang 

akan terjadi  pada   masa-masa  yang   akan   datang   Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  

Pandeglang akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegritas dengan 

penganggaran dan pelaporan serta membangun system pengukuran data kinerja secara 

berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat mewujudkan serta memanfaatkan 

laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kinerja. Harapan 

kita adalah agar laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan kami sangat 

berterimakasih sekali atas masukan/saran demi kesempurnaan laporan ini. 

 

KETUA, 

 

 

 

 

 NUNUNG NURAZIZAH 


